PROVINSI SUMATERA BARAT

LIEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 32 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BIENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGIEELUARAN
Falba DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

Memmbang ;oA bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2020 dan
berdasarkan surat dari Dinas Perikanan Nomor
523/004/Diskan-PS/1/2020 tanggal 6 Januari 2020
lentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu
ditunjuk dan ditetapkan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran
2020;

L. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Penctapan Pengguna
Anggaran/Pengguna  Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran
2G20;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi  Sumatera Tengah
(Lembaran  Negara Republik  IndonesiaTahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Dri. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1o (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
158 Nomor 108, Tambahan  Lembaran Negara
Fepubliuc Indonesin Nomor 1643); ‘
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Uadang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42860

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan-Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi ~ Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Kepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerjo Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhik
Indonesin Nomor 4614);
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Perataran Pemernmtah Nomoy 12 Tahun 201 fentang
Pembanaan dan Pengawasan Penvelengearaan
vinentah s Daertah - (Lombaran Negara Repabhk
donesia Tahun 2007 Nomer 72, Tambahan Lemb wan

\

Negara Republik Indonesia Nomar 604 1)

Peratiran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Kewangan  Daertah  (Lembaran Negara
Repubhik Indonesia Tahun 2009 Nopor 40 Pambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.3 Tahun 2006
tentang . Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sChagamnana telah beberapa  kali diabah terakhis
donpan Peraturan Mentert Dalam Negerr Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua \tas Peraturan
Menten Dalam Negeri Nomer 13 tahun 2000 lentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,

Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daciah sebagai
mana telah dinbah dengan Peraturan Menteny Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentany Perubahan
\as Peraturan Mentert Dalam Neger: Nomor 80 Tahan
SU1S tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peratiran Mentert Dalam Negert Notor 33 Tahun 2019
watang Pedoman Penyusunan Angearan Pendapatan
dan Belama Daerah Tahun Anggaran J020;

Peraturan Daerah Kabupaten Pestsit Qelatan Nomor 9
Tahun - 2008 tentang  Pokok-Pokek  Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Relatan Nomor 8
Fahun 2016 tentang Pembentukan dan  Qusunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ¢
Fahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daetah Kabupaten Pesisiv Selatan Tahun Anggaran
2020,

Feraturan Bupati Pesisir Selatan Nomaor 32 Tahun 2010

catang - Redudukan,  Susunan  Orpaiisasi,  Tagas
Pokok, Fungsi, Tata Kenja, dan Uratan Tugas Jabatan
struktural pada Dinas Penikanan |

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahuan 2010
tentang Pempabaran  Anggaran Pendapatan  Belama
Daccah Kabupaten Pesisir Selatan Vahun \ngsaran
020,
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Penetapan  Pengguna Anggaran, Pengeona Barnng,
kuasa Pengpuna Anggaran, Bendahara Penerimann
dan Bendahara Pengeluaran  pada Dinas Perikannn
Fahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantom dalam
Lampiran  dan  merupakan  bagian  vang  tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

Apabila - Pengguna  Anggaran/Barang  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka
Vang lwrsnngkutnn clnpm menunjuk Pejabat tertentu
untuk menandatangani Surat Perintah Membayar

sSepala biaya yang timbul akibat keluarmya Keputusan
Bupau ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisic Sclatan Tahun
Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal of Januari 2020

11SIR SELATAN,

RAJONI
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REPUTUSAN BUPATL PESISIR SELATAN

NOMOR 200/ 32 /Kpie/nPT S 2020

TANGGAL os JANUARI 2020

TENTANG PENETAPAN Y GUEA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGOARAN, BEND M IARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2020
JTABATAN DALAM
NAMA NP JABATAN LOLAAN KEUANGAN KEGIATAN YANC. DIKELOLA
NDI SYAFINAL SALM.S: Kepala Dinas Pengguna Angyaran Scluruh Prograr dan Kegiatan pada Dinas Perikanan
Qv 3121 003
TLMS { Sckretans Kuas: Pengguna Anggaran  |Program Pel.
2 1 Penyed: her 3 ¥
.

2 Penvedia
3 Penyed

Penyedi:

. Penyediaa: A
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaar.

5
6
7. Penyediaan Komponen Insizlasi Listrik/Penerangan Bangunan Farter
8
9

. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
. Penyediaan Makanan Dan Minuman

10. Rapat-rapat koordinasi Dan konsultas: Keluar daeraly

11. Rapat-rapat koordinasi Dzan konsultasi Dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala K Dmas/0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaperan Cagaian Kinerja Dan Keuangas

1. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan
2. Periingkatan Data Dan Informasi

¥epzlz Bidang Pemberdavaan Kuasa Pengguna Angzaran |Program Bengembangan Perixanan Tangiap
. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap
Pendamp:r gan Kegiatan Pusat Dan Pr Budacg A

303 1005 dan Pembt

Kuasa Pengguna Anggaran

Penunjang Kegratan DA
Pendampingan Kegat,
5 Pembinaan Dan Penge:
6. Penycdiaan Sarana Dan

Program Pe

1 Penyed
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